BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR :1443 /BPKPAD /2024

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH,

bahwa sesuai dengan ketentuan pada poin 4.1.2. huruf P
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2025 yang menjelaskan dalam hal Kepala Daerah dan DPRD
tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan
PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan
rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah
menetapkan keputusan Kepala Daerah tentang KUA dan
PPAS sebagai dasar penyampaian rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama
antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



10.

11.

12.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
6943);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72  Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indinesia
Tahun 2020 Nomor 57);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

N
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: Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 900.1.14.1/2838/2024

tanggal 31 Juli 2024 Hal Penyampaian Rancangan KUA-PPAS
APBD Kabupaten Tapanuli Tangah TA. 2025

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

: Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

T.A 2025 diperlukan dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi rencana

pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran
2025, Prioritas Belanja Daerah Plafon Anggaran Sementara



KETIGA

Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan,
termasuk didalamnya pemberian tambahan penghasilan bagi ASN
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah serta
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di
dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal %0 Oktober 2024
HUPATRTAPANULI TENGAH,




